
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Un.dang-Un.dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten.tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negera (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
ten.tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 ten.tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten 
Tapanuli Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun sistem dan 
prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Banguna.n; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati ten.tang sistem dan 
prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tarrah dan · 
Bangunan Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATITAPANULITENGAH, 

SISTEIVI DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

KABUPATEN TAPANULI TENGAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH 
NOMOR 7 TAHUN 2012 

BUPATI TAPANULI TENGAH 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
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P~sal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN 
BANGUNAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; · 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan da.11. penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Benda.hara serta penyampaiannya; 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 
Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor ~O 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan; 

13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 186/PMK.07 /2010, Nomor 53 Tahun 2010 
Tentang Taha.pan Perciapan Pengalihan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah; 

14.Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 34 Tahun 2009 
tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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13. Dokumen terkait perolehan Hak atas Tanah dan/ atau bangunan adalah 
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas 
kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat 
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surta waris, dan lain-lain yang 
memiliki kekuatan hukum: 

14. Surat setoran pajak daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat 
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk 

· melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan . 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendaptan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

12. Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima 
pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak. 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggaran Pemerintah Daerah; 

3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah; 
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan, yang 
selanjutnya disebut BPHTB. 

5. Perolehan Hak atas Tan ah dan/ a tau Bangunan adalah perbuatan a tau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 
dan/ atau bangunan oleh orang pribadi a tau Badan. 

6. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termaksud 
hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud 
dalm Undang-Undang dibidang pertanahan dan bangunan. 

7: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran 
Pajak,pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial po1itik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

9. Pejabat pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang adalah pihak yang berwenang 
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan. 

10. Bendahara Penerima adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
rnempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan 
Kekayaan Daerah. 

11. Bendahara Penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 

I 
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(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian 
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausakan, dan 
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. prosedur pengurusan Akta Pemindahan atas Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan; 
b. prosedur pembayaran BPHTB; 
c. prosedur penelitian surat setoran pajak daerah BPHTB (SSPD BPHTB); 
d. prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 

.) bangunan; 
e. prosedur pelaporan BPHTB; 
f. prosedur penagihan; 
g. prosedur pengurangan. 

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau 
Bangunan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur 
penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 
bangunan sekaligus penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak. 

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
(b) adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB. 

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) 
sebagiman dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang 
dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan 
dokumen pendukungnya. 

· (6) Prosedur pendaftaran akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau 
bangunan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur 
pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan Penerbitan 
akta oleh PPAT. 

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan 
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak. 

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB kurang bayar/SKPDB 
kurang bayar tambahan, dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah 
BPHTB, SKPD kurang bayar BPHTB/SKPD kurang bayar tambahan 
BPHTB dan surat teguran yang dilakukan oleh SKPKD. 

(9) Prosedur penetapan surat keputusan pengurangan sebagimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/ penolakan 
atas pengajuna pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak. 
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Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

15. Akta pemindahan Hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah dokumen 
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari 
satu pihak ke pihak lain. 

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

I; I 



(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 
meng&unakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. 
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Pasal 6 

Bagian Kedua 
Pembayaran BPHTB 

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat setoran Pajak Daerah BPHTB 
yan~ disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau 
bangu;nan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ip.i. 

Pasal 5 

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Alda Tanah (PPAT) atau Pejabat lelang 
sesuai peraturan perundangan. 

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan penelitian atas 
objek pajak yang hak nya dialihkan. 

Pasal 4 

Bagian Pertama 
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

BAB III 
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB 

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagimana dimaksud dalam 
pasal 2, Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan 
Kekayaan Daerah (DPPKKD) harus mempersiapkan fungsi yang 
dibutuhkan meliputi : 
a. fungsi pelayanan; 
b. fungsi data dan informasi, dan 
c. fungsi pembukuan dan pelaporan 

(2) Fungsi pelayanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas 
melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan 
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses 
pengurangan BPHTB. 

(3) Fungsi dan data informasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b 
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak. 

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB 
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk. 

Pasal 3 
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(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan. 

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk mernberikan informasi tentang 
realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah 
(PAP). 

Pasal 9 

Bagian Kelima 
Pelaporan BPHTB 

(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran 
pemindahan hak atas tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

(2) DPPKKD dapat melakukan kerjasama dengan Kantor bidang Pertanahan 
dalam rangka pendaftaran pemindahan hak. 

(3) Tata cara pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran pemindahan hak 
atas tanah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

) 

Pasal 8 

Bagian Keempat 
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak 

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan. 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan; 
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB. 

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan pemeriksaan lapangan. 

(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

) 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
PeneHtian SSPD BPHTB 

(2) Pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib 
· Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk atau bendahara 
Penerimaaan pada SKPKD. 

(3) Tata cam. pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagimana 
tercantum dalam lampiran II yang tidak. terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



(1) Kepala DPPKKD melakukan fasilitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 13 

BAB IV 
FASILITAS 

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada 
fungsi pelayanan untuk diteliti. 

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

Bagian Ke tujuh 
Prosedur Pengurangan BPHTB 

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang 
belum dibayar oleh Wajib Pajak. 

(2) Prosedur penagihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/ atau surat 
ketetapan Pajak Daerah kurang bayar (SKPDKB) BPHTB dan/ a tau Surat 
Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT) BPHTB. 

(3) STPD dan/ atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti 
dengan surat teguran dan/ atau Surat Paksa jika diperlukan. 

(4) Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

\ 

/ 

Pasal 11 

Bagian Keenam 
Prosedur Penagihan BPHTB 

/ 

(3) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan pembuatan akta 
Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta 
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Tata cara pelaporan BPHTB adalah sebagimana tercantum dalam · 
lampiran Vyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

menyiapkan laporan BPHTB 
Bank dan/ a tau Bendahara 

(1) Fungsi pembukuan dan pelaporan 
berdasarkan dokumen-dokumen dari 
Penerimaan dan/atau PPAT. 

(2) Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB 
dari Bank yang ditunjuk/ Bendahara penerimaan paling lambat pada 
tanggal 10 ( sepuluh) bulan beriku tnya. 

Pasal 10 



"8" 

1 ,,,· 

RAJA BONARAN SITUMEANG 

2012 
Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 Mi;;rw t 

·, 
.) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli 
Tengah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam Keputusan 
Bupati tersendiri 

Pasal 14 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 
mengkoordinasikan, · menyernpurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervise dan 
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran 
penerapan peraturan Bupati ini. 

I:___ . -·-------·--·--· ··-·-- ... -···-·· - 



3. PejalJat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB 
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah 
camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk: 

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah {SKPKD) 

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, 
yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD 
berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran 
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas 
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak 
menyiapkan dam menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak 

j 
atas tanah dan/ a tau bangunan. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ a tau bangunan 
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan 
hak atas tanah dan/ a tau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku 
penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tarrah. 

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang 
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/ atau Bangunan. 

Dalam prosedur ini, Pejabat Pern.buat Akta Tarrah akan memeriksa ke benaran 
dan kelengkapandokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Pemeri.k;saan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait o bjek pajak di 
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

A. GAMBARAN UMUM 

Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
Tanggal : 5 Maret 2012 

·, ,, 
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\:· ,.i'i" 

PROSEJIT~UR PENGURUSAN AKTA 
•1',il'\':·. 

PEMINIDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU 
BANG UN AN 
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2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, 
yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini, DPPKAD 
berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran 
Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB). 

I . 

t' 
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3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB 
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah 
camat atau notaris. Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk: 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas 
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak 
menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak 
atas tanah dan/ atau bangunan. 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 
;· . 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ a tau bangunan 
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan 
hak atas tanah dan/ a tau bangunan yang dilakukan oleh W ajib Pajak. selaku 
penerima hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang 
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/ atau Bangunan. 

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tarrah akan memeriksa kebenaran 
dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di 
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

A. GAMBA.RAN UMUM 

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA 
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU 
BANG UN AN 

Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
Tanggal : 5 Maret 2012 

I r 



Langkah 4 
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT 
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen 
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari 
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan 
objek pajak dengan melakukan observasi lapangan. 

Langkah 3 
Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data 
yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor 
Bidang Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT. 

Langkah 2 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan 
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. 
PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen 
pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan 
pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

Langkah 1 
Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan 
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen 
pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah 
dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, 
dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya 
menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau 
bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. 
Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak 
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan 
pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan 
hak atas tanah dan/ atau. bangunan. 

r 
C. LANGKAH·LANGKAH TEKNIS 

4. Kepal"- Kantor Bidang Pertanahan 
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya. 
Dal.am prosedur ini, "Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang 
clibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak. 

memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang 

Pertanahan ; 

menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ; dan 



i 

___ __J 

Langkah 8 
PPAT menyerahkan .SuraeSetoran Pajak Daerah BPHTB yang telah d.iisi kepada Wajib 

Pajak. 

Langkah 7 
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT 

menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan 

nilai BPHTl3 terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah 
mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat 

Setoran Pajak Daerah 'BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat 
I ,' ; 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 

sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Surat 

Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut: 

~ Lembar 1; 
Untuk Wajib Pajak. 

» Lembar 2; 
Untuk PPAT sebagai arsip. 

~ Lembar 3; 
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran. 

~ Lembar A ;. 
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran pennohonan penelitian SSPD BPHTB. 

~ Lembar 5; 
Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerima sebagai arsip . ........ ·.· 

~ Lembar 6; 
Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerima sebagai laporan kepada Fungsi 
Pembuku an/ Pelaporan. 

Langkah 6 

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak 
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan 
Kekayaan Daerah. 

Langkah 5 
PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. 
Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau 

bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft 

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. 

---·-·----· ··-- 



f 
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I 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 llller-111 20 1 2 

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT. 
Langke.h 9 

\. r 
}' '· 



~---·--- 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
Lembar 1 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( ssm- BPHTB) Lambang Pemerin\ah Daerah Untuk Wajib Pajak 

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBS) 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 

f 

PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

A. 1. Nama Wajib Pajak: W I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: CD I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : L. 

I 

4. Kelurahan/Desa: l 
5. RT/RW: 6. Kecamatan : 

7. Kabupaten : 8. KodePos: 

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : []:=] tr. I I I I I I I B. I I I I ! I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau banaunan : 

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW: 

5. Kecamatan: 6. Kabupalen/Kota: 

Penghitungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PPP /m2 

Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m2 

- 
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak I tahun .............. ) 

Tanah (bumi) 7. m2 9. Rp. 11. Rp. 
I annka 7 x anaka 9 

.:__.. Bangunan 8. m2 10. Rp. 12. Rp. 
\ angka B x anaka 10 

NJOP PBB: 13. Rp. 
I angka 11 + angka 12 

I 15. Janis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : rr; 14 Harga transaksi I Nilai Pasar : jRp. 

16. Nomor Sertifikat: 

c. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp. 
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhafikan nilai pada B.13 dan B.14 1 .... Rp. 

I 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 .... Rp. 
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 .... Rp . 
4. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Benounan venq terutanq I 5% x angka 3 4 .... Rp. 

E. Jumlah Setoran berdasarkan : 
~ D a. Penghitungan Wajib Pajak 

D b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB 
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor: Tanggal: 

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : IT] % berdasarkan Peraturan Bupati No : ., ......... ··-··············· ................. 

D d . ................................................. 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf : 

I Rp. ' 
. I 

(berdasarkan perhitungan 04 dan pilihan di E) 

""""""""' tgl. """""""""" MENGETAHUI: DITERIMA OLEH : Telah diverifikasi: 
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 

Tanggal: ......................... 

i 

Nama lenakao dan tanda tanaan Nama lenakao. stemoel dan Ianca tanaan Nama lenakao. stemoel dan tanda tanaan Nama lenqkao, stempel. dan tanda tanaan 

CD CD I I I I I I I I I I I I I I Di isi oleh petugas 
~ 

Nomor Dokumen : 

DPPKKD 
NOP PBB Baru : IT] IT] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 



··f~ 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
Lembar 2 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

( SSPD - BPHTB) Unluk PPAT/Notaris 
Lambang Pemerintah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK sebagai arsip 

I 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBS) 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 

I 

PERHATIAN: Bacalah pe\unjuk penoisian oada halaman be!akana lembar ini lerlebih dahulu. 

A. 1. Nama Wajib Pajak: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: p:J I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamal Wajib Pajak : 

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW: 6. Kecamatan : 

7. Kabupaten : 8. KodePos: 

1. Nomor Objek Pajak (NOP} PBB : [IJ . [I] I I I I B. I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau ban9unan : 

3. Kelurahan/Desa : . 4. RT/RW: 

5. Kecamatan : 6. K abupalen/Kola : 

Penghitungan NJOP PBB : 

I Luas NJOP PPP /m2 

' Uraian (Diisi !Lias tenah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m2 

I 
1,,.1 •• J.,~ ..li----•-\..1 

lo ·'·"''""" 
h~~ / 1.\..o,n ' -- Tanah (bumi) 7. m2 9. Rp. 11. Rp. 

I angka 7 x angka O 

I 
Ban gun an 8. m2 10. Rp. 12. Rp. 

f angka 8 x angka 10 
! 

' NJOP PBB: 13. Ro. 
I ancka 11 • anoka 12 

.................................................... 
15. Janis perolehan hak alas tanah dan/atau bangunan: C[J 14 Harga lransaksi I Nilai Pasar : IRp. I 
16. Nomor Sertifikat : 

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA 

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghilungan Wajib Pajak) Rp. 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 .... Rp. 

2. Nilai Pero/ehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 .... Rp. 

I 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 .... Rp. .. 4. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang terulang I 5% x angka 3 4 .... Rp. 
! 

E. Jumlah Setoran berdasarkan : 

D a. Penghitungan Wajib Pajak 

D b. STPD BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB 
KURANG BAYARTAMBAHAN •} Nomor: Tanaaal: 

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : [I] % berdasarkan Peraluran Bupati No : .. ......... ...... . . ····· .... . .............. 

D d . ................................................. 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf} : 

I Rp. ' - I 
(berdasarkan perhilungan D4 dan pilihan di E) 

I 
................ , tgl. ..................... MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: T elah diverifikasi : 

WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB 
Tanggal: ......................... 

Nama lenckao dan tanda tanaan Nama lenakao. stemoel. dan tanda lancsn Nama lsnckao. stem°' I dan tanda tanoan Nama tenokan, slempel. dan tanda tanaan 

[I] I I I I I I I I I I I I I I 
~ 

Nomor Dokumen : [I] 
di isi oleh petugas 

DPPKKD I I I 0 NOP PBB Baru : ·[TI IT] I I I I I I I I I I I I I I 



Angka 3 

Diisi sesua.i dengan besarnya NPOPTKP untuk ka.bupaten kota yang beraangkutan, yang ditetapkan 

Kepala Daerah (lnformasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan 

Daerah Setempat). 

Cukup Jelas. 

Anglea 2 

Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh-WP. 

Dalarn hal 88PD RPHTR ciigun;akan untuk setoran berdasarkan STPD RPHTR/8KPDR Kurang Ray;ar Tambahan 

sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan D.d maka huruf C tidak perlu diisi. 

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga 

transaksi/nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB gunakan NJOP 

PBB sebagai dasar perhit.ungan. 

HURUFd 

Diisi dengan akumulasi atas nilai-nilai perolehan hak yang pernah diperoleh sebelurnnya Untuk rnendukung 

angka ini, dapat digunakan lembar tambahan untu k menunjukkan detail perhit.ungan. 

HURUFC 

i 

•) Dalam hal Perolehan HaJi: Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan 

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan 

pernukirnan dengan dukungan Iaasilitas Subsidi Perumaban sebagairnana tela h diubah dengan Kepurusan 

Menteri Pemukima~ dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan rurnah susun Sederhana yang 

dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rurnah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada 

peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 60/PR'T'/JC)g2 t.ent.ang per syara tan Tekriis Pernba ngu n a n Rurriah 

Susun. 
Angka 16 Diisi dengan nomor sertifikat atas tanah dan atau bangunan bersangkutan. 

• Pemindahan Hale - Pemasukan dalam perseroan/badan 06 - Pemekaran usaha 12 
- Jual Beli 01 hukum lainnya - Hadiah 13 
- Tukar Menukar 02 • Pemisahan hak yang mengakibatkan 07 - Perolehan hak Rurnah Sederhana 14 
- Hibah 03 t"\.cl,T"Ofi\,!::in ~c:>hot '4a'I"'\ OQ.~ ,....,.,Ala\111 T:-PO t'-· .................. 

- Hibah Wasiat 04 • Penunjukan pemberi dalam lelang 08 Bersubsidi *) 
- Waris 05 - Pelaksanaan putusan hakirn yang 09 - Pemberian hak baru 15 

mempunyai kekuatan bukum tetap - Pemberian hak baru sebagai 16 
- Penggabungan usaha 10 kelanjutan pelepasan hale 
- Pelebaran usaha 11 - Pemberian hale baru diluar 17 

pt:1t:p0.~CU1 hct.k 

Kvdc I 

Anglea 2 s.d angka 6 
Angka 7 s.d angka 13 

Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalarn SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan 

yang bcrsangkutan .. 
Diisi dengan letak tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh 
Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/atau bangunan yang 
haknya diperoleh pada. kolom angka 9 da.n 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat 
terjadinya perolehan 
Dalam ha! NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBS angka 9 dan angka 10 
riiisi berdasar kan surat kr.tP.rnng;an N,i()P PRB y;ang direrbitkan oiP.h Kepa la Kan tor 
Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan 
bangunan atas permohonan WP 

Anglea 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai 
· pasar objek tersebut. 

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas ranah dan bangunan sebagai berikut: 
.Jenis Perolehan 1 · Kode I .Jenls Perolehan Ilak I Kode I Jenis F'erolehan I lak 

Hale 

HURUFB 

Diisi dengan data WP 
Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas 

diisi dewngan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah clan atau 
CARA PENGIS!AN; 
Dinas Pendapatan Daerah, 
hRngunRn 
HURUF" A 

Forrnutrr ini tftrdiri _cfari !i [enarn] lernnar, ternnar perrarna drrerrrna W;;iJtl1 1-'AJl'lK (WI-') sP.hAg;it nu Kn pernnayaran; 
Lembar kedua diterirna PPAT, Lembar Ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/l<ota; Lembar 
keempat diterima Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar Kelima diterima Bank yang ditunjuk; dan 
Lembar keenam diterima Bendahara Penerima. 
Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak capital atau diketik. 
Gunak~n ~~tu SSPI? BPH'~B untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hale atas tanah dan/ a tau bangunan. 
Forrnulir mi dapat juga digunakan untuk pcrnbayaran atas suatu pcrnbctulan atau pcngungkapan kctidakbcnaran 
penghitungan WP. 

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB 

.. - .. -------· ·-- 
CONTOH PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (dibalik SSPD BPHTBj 



cm], 

Spesifikasi teknis: Percetakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam) 

ditunjuk/Bendahara Penerimaan). 

Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (no!), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan 

rnernberikan keterangan "NIH!L" pada bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nihil cukup diketahui oleh 
PPA'T'jNntaris riP.ngan rnenanriatangani kolorn yBng relah rii!'lP.riiBkRn (WP ririak per lu KP. RAnk yBng 

Catatan: 

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada HURUF D. 

• - .Jika D-A clipilih, maka jumiah setoran menggunakan C-4. 

• Jika D-b dipilih, maka jumlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b. 

• Jika D-c dipilih, rnaka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c. 

• Jika D-d dipilih, maka jurnlah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-d. 

.Jurnlah aetoran rersebut diisi riP.ngan angka (ciAiam korak] dan huruf [paria hagian yBng diar sir]. 

ada di huruf c, Diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Huruf d Jika terdapat dasar/ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf c, dari. huruf d seperti setoran 
berriasarkan 8i<PfJR pernberuian /8Ki"f>R KeberatanyPutuaan R:mriing /Purwrnn. J;iin yang 

menyebabkan jurnlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF c. 

Huruf c 

Diisi dengan mernberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak 
Huruf a .Iika setoran akan riilakukan MhAgRimRnA huruf C. 

Huruf b Jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di Huruf C, tetapi rnenggunakan Surat 

Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD BPHTB). Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar 

(SKPDB Kurang Bayar), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPD 
R Kurang Bayar Tamhahanj. 

Jika.WP memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya 

HURUF D 

Angirn 4 Diiia1i clP.ngRn hasil perkalian anrara NP(JPKP (Angk,i :'lj dengan tarif pAjak !=!P.hP.sAr S% (sP.SIIAi PRs;iJ S 

Perda No. 30 Tahun 2011). 

--------------------------------- - -- 



Menvediakan data 
yang dibutuhkan 

PPAT terkait 
pemeriksaan objek 

paJak ~- 

~-~-----·---------·------------ 

Menyusun Ora~ 
Akta Pemindahan 

Hak atas Tanah dan/ 
atau Bangunan 

Memeriksa data 
terkait objek pajak 
ke Kepala Kantor 

Bidang Pertanahan 

2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari 
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeril<sa data I = objek pajak ke Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan. 

i 

1

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan [ 
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait I 
[perneriksaan objek pajak. . 
I 

1

4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas I 
Tanah dan/atau Bangunan. 

115. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta I 
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.· 

i 
I 16. Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT 

l
menerima formulir .SSPD-BPHTB dari Dinas 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset 
Daerah. 

I 

1

7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan 
SSPO-BPHTB. 

1s. WP bersarna-sarna dengan PPAT kemudian 
menandatangani SSPD-BPHTB. 

Mengurus 
perolehan hak atas 

tanah dan atau 
bangunan ke PPAT 

Dokumen terkait 
Perolehan Hak Atas 

Tanah dan 
Bangunan 

1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan 
hak atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan 
menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas 
tanah dan/atau bangunan. 

Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan 

Uraian 

-,,·- 

D. BAGAN ALIR 

Pejabat Pembuat Akta Tanah Wajib Pajak 
Selaku Penerima Hak 

Prosedur Pengurusan Aleta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

(' 



3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan 

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 
Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan berwenang 

untuk: 
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; 
memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; 
mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang; 
menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan 
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6. 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai 
dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan mernbantu 
melakukan perhitungannya. 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas 
perolehan hak atas tanah dan/ a tau bangunan. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/ a tau bangunan 
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang 
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. 

Dalam prosedur ini, W ajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran 
j . 

dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk 
atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. 

A. A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH 
PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU 
BANG UN AN 
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menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak; 
memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB; 
mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang; 
menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan 
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6. 

3. Bank yang Ditunjuk/ Beridahara Penerimaan 

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. 
Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan berwenang 
untuk: 

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai 
dasar bagi Wajib Pajak dalam · membayar BPHTB terutang dan membantu 
melakukan perhitungannya. 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas 
perolehan hak a;ras tanah dan/ a tau bangunan. 

j 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pernbayaran BPHTH oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan 
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang 
melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. 

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran 
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang Ditunjuk 
atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. 

A. A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH 
PENERIMA HAKTANAH DAN/ATAU 
BANGUNAN· 
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Langkah 3 

Bank yang Ditunjuk/Ben.dahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang 
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang Ditunjuk/Bendahara 
Penerimaan kem udian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan 
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima 
dari W ajib Pajak. 

Langkah 2 
Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk/Bendahara 
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan 
BPHTB terutang melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. 

l . 

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangan 
SSPD BPHTB tersebut. 

Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB 
* Lembar 5: 

Untuk Bank Yang Ditunjuk /Bendahara Penerimaan sebagai arsip. 
* Lembar 6: 

Untuk Bank Yang Ditunjuk Bend_ahara Penerimaan sebagai laporan kepada 
Fungsi Pembukuan/Pelaporan. 

* 

Lembar 3: 

Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran 
Lembar 4: 

* 

* Lembar 1: 

Untuk Wajib Pajak. 
* Lembar 2: 

Untuk PPAT sebagai Arsip. 

Langkah 1 
Berdasarkarr prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak 
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 
yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Surat 
Setoran BPHTI;3, terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut: .- 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

----------------------- ···------~------~~-------------------· 



/1 
l :· ·, , 

I 

RAJA BONARAN SITUMEANG 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 t'I&r-~ t 20 12 

\ r 

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dariBank yang Ditunjuk/ 
Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu 
permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di DPPKD. 

Langkah 5 

Langkah 4 

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Perierimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lem bar 5 
dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak. 

---------------------·-· ·-···--··----------- 



-- . ---··--- 

.. 

SURATSETORANPAJAKDAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5 

( SSPD • BPHTB) Untuk Bank Yang Ditunjuk/ 
Lambang Pemerintah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Bendahara Penerimaan 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 
PERHATIAN: Bacalah petuniuk oenaisian oada halaman belakano lembar ini terlebih dahulu. 

I A. 1. Nama Wajib Pajak: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: CI] I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 
4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW: 6. Kecamalan : 
7. Kabupaten: 8. KodePos: 

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [I] [TI I I I 8. I I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau bangunan : 

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW: 
5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : 

Penghitungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PPP /m2 

t Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m2 
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak I tahun .............. ) 

Tanah (bumi) 7. m2 9. Rp. 11. Rp. .. jangka 7 x angka 9 .. _ _,.. 

Bangunan 8. m2 10. Rp. 12. Rp. 
langka B xangka 10 

NJOP PBB: 13. Ro. 
I anoka \ I + anoKa 

,I 
15. Janis perolehan hak alas tanah dan/atat\"bangunan : I CI] 14 Harga transaksi I Nilai P asar : lRe. 

} 
16. Nomor Sertifikat : 

c. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp. 
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada 8.13 dan B.14 1 .... Rp. 
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 .... Rp. 
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 .... Rp. 
4. Bea Perolehan Hak alas T anah dan Banounan vano terutana I 5%x anqka 3 4 .... Ro. 

E. Jumlah Setoran berdasarkan : 
D a. Penghitungan Wajib Pajak 

··-~ D b. STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB 
KURANG BAYAR TAMBAHAN •) Nomor: Tanocal : 

i D Pengurang&n dihitung sendiri menjadi : IT] % berdasarkan Peraturan Bupati No : .. c. ···················· ····· ....... ...... 

D d . ................................................. 
JUMLAH YANG DISETOR (dangan angka) : ( dengan huruf) : 

I J:ln - I 
(berdasarkan perhitungan 04 dan pifihan di EJ 

') Corel yang tidak perlu 

................ , lgl. ........... : ........ MENG ET AHUI : DITERIMA OLEH : T elah diverifikasi : 
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 

Tanggal: ......................... KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 

Nama lenakao dan lanaa tanaan Nama lenakao slemoel dan landa lanaan M8ma lenokao stemoe! dan landa lanaan N8ma lenakap, slempel dan tanda lanaan 

CD CD I I I I I I I I I I I I Di isi oleh petugas -.. Nomor Dokumen : I I 
DDl<l<n 



·----~- - ----------------- 

,. 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 6 (SSPD· BPHTB) Untuk Bank Yang 

Ditunjuk/Bendahara 
Lambang Pemerintah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Penerima sbg Laporan 

DPPKKD 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

DfNAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYMN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 
PERHATIAN: Bacalah petuniuk penoisian pads halaman belakano lembar ini terlebih dahulu. 

A. 1. Nama Wajib Pajak: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: IT] I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: 6. Kecamatan : 

7. Kabuoaten : 8.KodePos: 

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [TI [TI I ! I I B. I ·I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau ban9unan : 

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW: 

5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota: 

t Penghilungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PPP /m2 

Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang . (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m2 --· 
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak I tahun .............. ) 

T anah (bumi) 7. m2 9. Rp. 11. Rp. 
I angja 7 x angka 9 

Bangunan . . 8 . m2 10. Rp. 12. Rp. 
I ang~.a 8 x angka 10 

NJOP PBB: 1~. Ro. 
rancxa I 1 + snoka 12 

I 15. Janis perolehan hak alas tanah dan/atau bangunan : [IJ 14 Harga transaksi I Nilai Pasar : I Re. 

16. Nomor Sertifikal : 
C. AKUMULASI NIL.Al PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA RP 
D. PENGHITUNGAN BPHTB IHanva diisi berdasarkan oenohitunoan Waiib Psiak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 .. Rp. 
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 .. Rp . 

• 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 ~ Rp. 
4. Bea Perolehan Hak alas T anah dan Banounan vane lerutana I 5% x angka 3 4 .. RP. 

r: Jumlah Setoran berdasarkan : "' I 

D a. Penghitungan Wajib Pajak j- 

D b. STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 
KURANG BAYAR TAMBAHAN •) Nomor: Tancoal : 

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : IT] % berdasarkan Peraturan Bupati No : ............. --··.· ··········· 

D d . ................................................. 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) : 
I RQ. I - I 
(berdasarkan perhirungan 04 dqn pilihan di EJ 

·i Corel yang fidak perlu 

................. tgl. .................... MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: T elah diverifikasi : 
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENOAPATAN PENGELOLAAN 

Tanggal: ......................... KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 

Nama lennkan dan tanda tanaan Nama tenckao. stemoel can landa lanqan Nama lenqkap, slemoel dan tanda tancan Nama lenqkap, stemoel. dan landa lanaan 

I r-r--1 r-r--1 ... ____ ,...._. I I I I I I I I I 



21 Lampiran I·- Pengurosan Akta 

SSPO·BPHTB ---0Pda~ --------­ r . tanda tangan /--.. ·---1 I 
----------·--·· J J_ __, 

Form SSuO- 1 
BPHTB (6 
lembar) - 

l 
\ i 

\ Arsip / 
\ ;' 
\/ 

Penyediaan n 
Formulir SSPD- 1 

BPHTB I I 
1

4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan. 

! 
is. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta 
!Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

1

.6. Be,dasarkan prosedur yang berjalan, PPAT 
1menerima formulir SSPD-BPHTB dari Dinas =: Pendapatan Keuangan dan Aset 
Daerah. 

!1. PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan 
jssPD-BPHTB. 

ls. WP bersama-sama dengan PPAT kemudian 
Jmenandatangani SSPD-BPHTB. 

I l __ J _ 

Menyusun .Draft 
Akta Peminda.)an 

Hak atas Tanah dan/ 
atau Bangunan 

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan 
data yang dibutuhkan oleh PPAT terkait 
pemeriksaan objek pajak. 

Memeriksa data 

I terkaitobjek pajak f--------1----­ 
ke Kepala Kantor 

I Bidang perraoaban ,--~~--- Menyediakan data 
yang dibutuhkan 

PPATteri:ait 
pemeriksaan objek 

pajak 

-.,.,. ... 

Ookumen terltait 
Mengurus l Pe.-olehan Hak Atas pe:ao~:ad:~:~=~as f-------+------ ------+!... Tanah dan 

bangunan ke PPAT. Bangu~ 

1. Wajib pajak (penerima hak) mengurus perolehan 
hak atas tznah dan atau bangunan ke PPAT dengan 
,;:;J;;yerahkan dokumen terkait perolehan hak atas 
tanah dan/atau bangunan. 

·--,1·2. PPAT menerima dokumen_ perolehan hak dari 
Wajib Pajak. PPAT kemudian memeriksa data 

l mengenai objek pajak ke Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan. 

Uraian Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan 

Wajib Pajak 
Selaku Penerima Hak 

Prosedur Pengurusan Aleta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

D. BAGAN ALIR 



3. Fungsi Pengolahan · Data & Informasi 

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini 
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi 
Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk: 

2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang 
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan 
berwenang dan bertugas untuk: 

merninta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan clan Informasi; 
memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak 
yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan 
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi. 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi 
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses 
I . 

verifikasi kelengkapan l'dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang 
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan 
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara 
Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi 
Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua 
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan 
akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN 
PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB) 

Lampiran III Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
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3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi 

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini 
menyediakan data terkait o bjek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi 
Pengolahan clan Informasi berwenang clan bertugas untuk: 

2. Fungsi Pelayanan 

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran infonnasi terkait objek pajak yang 
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi Pelayanan 
berwenang dan bertugas untuk: 

meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan Infonnasi; 
memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak 
yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan 
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi. 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi 
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan. 

B. PIHAK TERKAIT 

f 

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses 
verifi.kasi .kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait obiek pajak yang 
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan 
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/ Bendahara 
Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi 
Pelayanan di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan & Aset Daerah. Jika semua 
kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan 
akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN 
PAJAK DAERAH - BPHTB (SSPD-BPHTB) 

Lampiran III Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
Tanggal : 5 Maret 2012 



Langkah 3 

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari Fungsi 
Pelayanan, Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari 

sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian 
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi 
Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data 

kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 2 

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD r 
BPHTB Oembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan 
kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir 
Permohonan Penelitian SSPP BPHTB yang diterima, Pengajuan dilakukan dengan 
mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data 
& Informasi. 

Wajib Pajak mengi.si Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak 

kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB 

{lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. 

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 

Fotokopi Kartu NPWP; 

Ookumen pendukung lain yang diperlukan. 

Langkab 1 

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan 
untuk penelitian SSPD BPHTR Dokumen pendukung terdiri atas : 

SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD BPHTB 

disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD) ; 

Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat lzin 

· Mengemudi/Paspor) ; 

Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan); 

Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal transaksi 

waris; 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

- 'inengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya ; 
dan 
menyed.iakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan. 



RAJA BON ARAN SITUMEANG 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 ~i iir~ ·t 20 1 ~ 

Wajib Pajak menerima SSPD nPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan. 

Langkah 6 

Setelah semua kebenaran inforrnasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelerigkapan 

dokumen pendukung terperiuhi, maka Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD 
BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan rnengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) 
sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar l, 2, 

dan 3) kepada W ajib Pajak. 

Langkah 5 

tersendiri. 
kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian lapangan akan diatur 

1 r 
l 

. Fungsi Pelayanan rnenerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak 
dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi, Fungsi Pelayanan kernudian merneriksa 
kebenaran data yang tercanturn dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD 
BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam 
kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan penelitian lapangan untuk rnengecek 

Langkah 4 



-- ··--· -·- .. - . 

SURATSETORANPAJAKDAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4 (SSPD· BPHTB) Untuk DP2K2D dalam 

bang Pemerinlah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK proses penelitian 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 
~ERHATIAN: Bacalah petunluk penqisian pada halaman belakanq lembar ini terlebih dahulu. 
\. 1. Nama Wajib Pajak : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

2. NPWP: CD I I I I ., I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW: 6. Kecamatan : 
7. Kabupaten: 8. KodePos: 

B. 1. Nomor Oblak Pajak (NOP) PBB : CD CI] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau bangunan : 

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW: 

5. Kecarnatan : · 6. Kabupaten/Kota : 

Penghitungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PPP /m2 

Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m2 
haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak I tahun .............. ) 

T anah (bumi) 7. ...... m2 9. Rp. 11. Rp . 
i I angka 7 x angka 9 

Bangunan 8. 
j rn2 10. Rp. 12. Rp. - ... 

I angka 8x angka 10 

NJOP 1-'BB: 13. Ro. 
lanak" 11 •ana1ea 12 

15. Janis perolehan hak alas tanah dan/atau bangunan : CD 14 Harga transaksi I Nilai Pasar: IRQ. I 
16. Nomor Sertifikat: 

C. AKUMULASI NILA! PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp. 

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada 8.13 dan 8.14 1 ... Rp . 

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 ... Rp. 

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 ... Rp. 
n wn~ u.,,1, ".11.r~r- I .,.n.,,n ri~n M~nn11n~n '""'",, ,or11r.,_n,, I v .i n ~ "'" 

E. Jumlah Setoran berdasarksn : 

D a. Penghitungan Wajib Pajak . 

D b. STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 
KURANG BAYAR TAMBAHAN ') Nomor: Tanggal: 

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : CD % berdasarkan Peraturan Bupati No : 
" 

D d . ................................................. 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf) : 

I Re, . - I 
(berdasarkan perhitungan D4 aen pilihan di E) 

*) Caret yang tidak perlu 

................ , tgl. .................... MENG ET AHUI : DITERIMA OLEH : Telah diverifikasi : 

WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 

Tanggal: ......................... KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 

Nama lenakao dan lanaa tanoan Nama lenakao. slemool dan landa lanaan Nama tenckao. slemoel. dan landa ianoan Nama tenoxao. slernoot dan tanda tanaan 

Di isi oleh petugas 
~ 

Nomor Dokumen : CI] CD I I I I I I I I I I I I I I 
DPPKKD CD CD I I I D I NOP PBB Baru : I I I I I I I I I I I I I I 

' 



Fungsi Pelayanan 
20 ................................................................................................................... 

Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 
Nilai BPHTB teruuing yang .tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai 
Dokumen pendukung perolehan hak ataa tanah/dan bangunan telah lengkap 

Setelah melakukan pemeriksaan dan penalaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan 

bahwa: 

PENELITIAN 

Wajib Pajek/Kuasa Wajib Pajak ') 
i' 20 -----·-···-··-·----··-··-·-·-·····-·-··-·-·---·--··-·---·---·····-- 

Katerangan : 
·i coret yang lidak perlu 
••) dalam hal dikuasakan 

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB. 

Tertampir dokumen sebagai berikut : 
(1) SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)ISSPD-8PHTB disertai Bukti' 

Penerimaan Oaerah (llPO)') 
(2) Fotokopi SPPT atau STTS/Struk A TM bukti pembayaran PBB/Bukti Pembayaren PBB 

lainnya Tahun ••••••••.•..•.••. ·1 
(3) Fotokopi ldentitas Wajib Pajak berupa .. 
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak .. ) 
(5) Fotokopi ldentitas Kuasa Wajib Pajak ") 
(6) Fotokopi Kartu NPWP 
(7) . 

DesaJKelurahan 
Kabupaten/Kota 

............................................................................................................................ : . 
NOP 
Alamat 

IT] D 

Bersama inl menyampaikan SSPD-BPHTB untuk ditelili alas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan 
set>agai berikut : 

Ala mat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Name Wajib Pajak NPWP cfj'''"j···"('"('"f'"j"'"j"'"j"''.i"'"j"'"j"'"('" . 

Oinas. Pendapatsn Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah 
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah 

1 (satu) set 
Penyampalan SSPD BPHTB untuk dnerrti 

lampiran 
Hal 

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB 

CONTOH DOKUMEW FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB 



. 20 . 
F oogsl PolayMan 

Ates perflalian dan kerjasama kami mengucapkan terima kasih. 

Nemer Objek Pajak (NOP) U..IJ D 
Serta data objek pajak ates 

........................................................................................................................................... 
[TI I I I I I I I I I 

Name Wajib Pajak 
NPWP 

Dengan hormat, 
Sehubungan dengan proses penelitian SSPD-BPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengajukan 
permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan alas : 

FORM PENGAJUAN DATA 

CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1 

j· 



) 

.................................... ,20 
Fungsi Pengelolaan Data 

& lnformasi 

Semoga data ini dapat berguna dalam proses ~fl~litian SSPD-BPHTB. Terima kasih 

NJOP PBB 13 Rp 
Bangunan e I· m2 101 12 Rp 
T~rni.h (bu.ml) 7 I 11 Rp m2 91 

Luas x NJOP PBB Im' Uraian 
(Oiisi luas tanah den atau bangunan 

yang haknya 

. diperolah) 

NJOP PBB /m2 
(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun 

terjacinya 
perolehan hak I tahun ........ ) 

Luas 

Penghitungan NJOP PBB 

7. RT/RW 
9. Kabupaten/Kota 

6. Letak tanahlbangunan 
6. Kelurahan/Desa 
8. Kecamatan 

4. Nomor ObJek Pajak (NOP) l D 

e. . . 

3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjal_an : 
a . 
b . 
c . 
d . 

2. NPWP D IJ 
1. Nama Wajib Pajak 

Dengan hormat; 
Dibawah ini merupsken data yang anda bt,Jtuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu : 

'·· --~~~~~~~~~~~~~~-I·--~"":~~----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
i DATA OBJEK PAJAK 

TOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 2 



- 
Form 

Pengajuan 
Data (T erisi) 

Penyiapan Data 
Terkait Objek 

Pajai: 

I 

Database 
Objek 
Pajak 

Form ru, Pengajuan 
Data 

~ 

Penelitian 
SSPD-BPHTB 

I ..-- <DPPKKD .____...... ~ 
\_ _) ------y----- 

Lembar4) 
SSPD­ 
BPHTB 

form 
Pengajuan , 

(Terisi) 1------, 
.--:--'--~ .- Surat 

t.-- Permohonan 

1.--- 
Lembar l) , . . 

- Lembar 2) .._ 
' Lernbar 3) - 

SSPD-BPHTB 

Lampi ran 
Pendukung 

Form 
Pengajuan 
Data (T erisi) I Penelitian 

SSPD-BPHTB 

-,.- ! 
Pengajuan data 

Terlcait objel.: pajak 

Form 
Pengajuan 

Data 

.._ SSPD-BPHTB 

Lampi11111 
pendukung 

Lembar 4) 

Surat 
Pennohonan 

Penelitian 
SSPD-BPHTB 

,I, 

LembarJ) I 
Lembar2) 

Lembar l) 

Lampiran 
pendukung 

SSPD-BPHTB 
._ Lembar4) 

._ 
Lembar 2) 

Lembar 1) 
Surat- 

Permohonan 

l Penelitian 
SSPD· 

....-----'--,~ 
Lembar3) 

" 

I 

Menyiapkan 
dokumen· 

dokumen terkait 
penelitian SSPD· 

BPHTB 

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD· 
BPHTB dan manyerahkannya kepada Wajib 
Pajak. 

5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD·BPHTB dan 
Jampiran·lampiran pendukung berdasarkan data 
objek pajak yang diterima dari Fungsi Pengolahan 
Data & Informasi. 

4. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisi 
data objek pajak pads Form Pengajuan Data. 
Fuagsi Pengolahan Data & lnformasi kernudian 
menyerahkan Form Pengajuan Data kepada 
Fungsi Pelayanan. · 

3. Fungsi Pengolahan Data & Inforrnasi 
menyediakan data terkait objek pajak dengan 
membuka database objek pajak. 

2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian 
SSFD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan 
mengajukan data terli:ait objek pajak kepada 
Fungsi Pangolahan Data & Inforrnasi dengan 
menggunakan Form Pengajuan Data. 

1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan 
dokumen terkait penelitian SSPD·BPHTB. Wajib 
Pajak 
kemudian mengajukan Formulir Permohonan 
Penelitian SSPD· BPHT.B yang dilampiri dengan 
SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4, dan dokumen 
pendukung lainnya ke Pungsi Pelayanan. 

( 

Fungsi Pengolahan Data & 
Informasi Fungsi Pelayanan · Uraian Wajib Pajak 

Selaku Penerima Hak 



2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pernindahan hak atas 
tanah ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas 
untuk: 

mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan 
menyiapkan . dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah 
dan/ a tau B~ngunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

r ---·-·------ -- 
j 

3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan 

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah 
wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang 
dan bertugas untuk: 

memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; 
dan; 
memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah. 

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran 
akta pemindahan hak atas tanah darr/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan 
dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak 
kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan .. 

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas 
Tanah dan/ a tau Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di 
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE 
KEPALA KANTOR BIDANG PERTANAHAN 

Lampiran IV Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 · 
Tanggal ·: 5 Maret 2012 



Langkah 6 
PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta 

Pemindahan Rak ata~ Tanah dan/atau Bangunan. 
}" 

Langkah 5 
Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB 
(SSPD BPHTB) lembar 3, Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft 
Akta Pemindahan Rak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP 
PPh pasal4 (2) kepada PPAT. 

Langkah 4 

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menernna dokumen p~ngaJuan pcndaftaran 
perolehan/peralihan hak at~,? tanah._ Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian 
menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala 
Kantor Bidang PertanahanIalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak 
atas tanah. 

Langkah 3 

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/pera1ihan hak atas tanah dengan 
menyerahkan draft Akta Pemindahan Rak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat 
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP 
PPh pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

kemudian menyiapkan draft Akta Pemindahan Rak atas Tanah dan/atau Bangunan. 
:PP AT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2. 

Langkah 2 

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPRTB (SSPD BPRTB) lembar 2 dan 
lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT 

.:_.' 

Langkah 1 

Berdasarkan prosedurr'penelitian · dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima 
i 

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib 

Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak 

penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat 

Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti 

Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

. ~ ,' 
I 



Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 Mllr~ t 20 12 

Langkah 8 
Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Langkah 7 

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah 
ditandatangani kepada Wajib Pajak. 

'{! 



----- 

.. 

SURATSETORANPAJAKDAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3 ( SSPD · BPHTB ) Untuk Kadis Pertanahan 

Lambang Pemerintah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK dalam proses penelitian 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 
PE;RHATIAN: Bacalah oetuniuk penoislan oada halaman belakano lembar ini terlebih dahulu. 

• A. 1. Nama Wajib Pajak : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: [TI I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 
4. Kelurshao/Desa : §. RT/R~: 6. Kees!ma!an · 
7. Kabupaten : 8.KodePos: 

B. 1. Namer Objek Pajak (NOP) PBB : [TI [TI I I I I LLD I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau bangunan : 

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW: 

5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Kota : 

Penghitungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PPP /m2 

Uraian (Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun Luas x NJOP PBB /m2 • haknya diperoleh) lerjadinya perolehan hak I tahun .............. ) 
Tanah (bumi) 7. 0 9. Rp. 11. Rp. m· 

I anqka 7 x anoka 9 
-· Bangunan 8. m2 10. Rp. 12. Rp. 

I angka 8 x angka IO 

NJOt-' PBB: 13. 11-<0. 
Annwa 1 +:\nn1<a 1:J 

I 15. Janis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan : [IJ 14 Harga transaksi I Nilai Pasar : !Re. 

16. Nomor Sertifikat : 

c. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA Rp. 
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhalikan nilai pada 8.13 dan B. 14 1 ... Rp. 
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 ... Rp. 
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 ... Rp. 
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang I 5% x angka 3 4 ... Rp. 

J E. Jumlah Setoran berdasarkan : 
D a. Penghitungan Wajib Pajak 

0 b. STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 
KURANG BAYAR TAMBAHAN ') Nornor: Tanggal: 

- D c. Penouranqan dihitunq sendiri rne.11iadi : o=i % berdasarkan Peraturan Buoati No : 

D I 
d. ................................................. ) 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan hurul) : 

I Rp. ·~ I 
(berdasarkan perhilungan 04 dan pilihan di E) 

*\Corel vana lidak cerlu 
................ , tgl. .................... MENGETAHUI: DITERIMA OLEH : Telah diverifikasi : 
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 

Tanggal: ......................... KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 

Nama lenakap sJemnel. dan Janda lanoan Nama lennkao dan tanda tanoan Nama lenakan slemoel dan tanoa tanoan Nama Jenokao stemoel dan Janda Janoan 

' 

Di isi oleh petugas 
~ 

Nomor Dokumen : CD CD I I I I I I I I I I I I I I I 
DPPKKD I I I I I I I I D NOP PBB Baru : CD [TI I I I I I I I I I 

- I 



Menandatangani 
Akta Pemiadahan 
Hak alas Tanah dalil 
atau Bangman 

I 

Bukti })enerim9ian 
SSP Pasal 4 ayal 0) 

Akta Pemindahan Hale 
atas Tanah dan/atau 
Bangunan 

Aleta Pemindahan Hak 
aw Talillh dan/atau 
Bangunan 

Bukti Penerimaan 
ssi> PasaJ 4 ayat (2) 

Lcmbar 3) 

SSPD-BPlffB 
Bukti Pem:rimaan 

SSP Pasal 4 ayal (2) 

<Lembar 1) I.ember 2) 
. SSPD-BPHTB .-~~~~_i.._~ 

Bukti Penerimaan 
SSP Paiiii 4 ayat (2) . 

(Lcmbar 3) 
SSPD-BPHTB 

Menyiapkan 
Pengurusan 

Pendaftaran ekta 

Akta Pemindahan Hak 
etas Tanah dan/atau 
Bangiaran 

Lembar 3) 
SSPD·BP 

Bukti Penerimaan 
SSP Pasal 4 ayat (2) 
Penelitian 

..-,._ 
Akta Pemindahan Hak 
atas Tanah dan/at.au 
Bangunan. 

SSPD-BPHTB 

Lembat2) 

S Bukti Penerimaan 
SSP Pasal 4 ayat (2) 

Menelaah pengajuan dan 
Memperbaharui daftar 

Perolehari atau peralihan 
Hale atas Tanah 

Menyiaplcan & 
Mengajuican 

Pendaftaran Hak 
atas Tanah atau 

peralihan Hak atas 
Tanah 

Akta Pemindahan 
Hak atas Tanah danl 

Atau Bangunan Bukti Penerimaan 
SSP Pasal 4 ayat (2) 

Lcnbar2) 

Lembar 3) 

SSPD-BPHTB 

Lembar i) 

Dasi transaksi . 
Pembayaran 
PPhdiKPP 

Akta Pemindahan Hak 
atas Tanah dan/atau 
Bangunan 

Bukti Penerirnaan 
SSP Pasa.J 4 aya1 (2) 

(Lembar 3) 
SSPD-BPHTB 

SSPD-BPHTB 

Lembar 3) 

Lernber 2) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dari prosednr 
sebelurnnya 

Wajib Pajak Selaku Penerima Hak 

6. - '-Keplila Kant.or Bidang Pertanahan 
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Ates Tanah 
danlatau Bangunan clan Bukti Penerimaan SSP 
Pasal 4 ayat (2) kepada PPAT. 

. 5. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah 
pengajuan dan memperbaharni daftar perolehan 
/pera_lihan hak etas ta~p: Kepala Kantor Bidang 
Perta~10an mengarsip SSPD BPHTB Iembar S. 

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak 
Atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD BPHTB 
lembar 3, dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat 
{2) kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan. 

. 3. PPAT menyiapkaa Akta Pemindaban Hal Atas 
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian 
menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas 
tanah a tau peralihan hak atas tanah. PP AT 
mengarsip SSPD BPHTB lembar 2. 

2. Berdasarkan transeksi pembsyaran PPh di 
Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga 
menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat 
{2) kepada PPAT. 

1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan 
prosedur penelitian , Wajib Pajak menerima SSPD 
BPHTB lembar 1, 2, dan 3. Wajib Pajak lalu 
memberikan SSPD BPHTB lembar 2 dan 3 kepada 
PPAT. 

Kepala Kantor Bidang 
Pertanahan 

Prosedur Pendaft:aran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Ban 
Uraian 

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak 
Atas Tanah dan /atau Bangunan. PP AT kemudian 
menyerahkan Akta Peraindahan Rak Atas Tanah 
danlatau Bangunan kepada Wajib Pajak. 

. ' BAGAN ALIR 



pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APED pada unit kerja SKPD. 
Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk: 

menerirna pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme 
penyetoran tunai; 
menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap pembayaran 
BPHTB dari Wajib Pajak · melalui mekanisme penyetoran ke rekening 
penerimaan kas daerah; 
menerima Register SSPD BPHTB dari Bank yang ditunjuk atas pembayaran 
BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening 
penerimaan kas daerah; 
menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak 
yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerirnaan; 

2. Bendahara Penerimaan 

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk rnenerima, rnenyirnpan, 
uang mem pertanggungjawa bkan dan mena ta usahakan, menyetorkan, 

1. Bank yang ditunjuk 

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui 
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank yang ditunjuk 
berwenang dan bertugas untuk: 

menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak; 
menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan 
atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan 
menyiapkan Register SSPD BPHTB. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang 
ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan pembayaran 
BPHTB dari Wajib Pkjaki'Prosedur inijuga meliputi proses pelaporan yang dilakukan 
Pejabat Pembuat Akta Tarrah atas setiap akta pemindahan hak yang telah 
diterbitkan. 

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran 
BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening 

,penerimaan kas daerah. 

A. GAMB~RAN UMUM 

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB 

Lampiran V Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
Tanggal : 5 Maret 2012 

-·- ·-··---- 



Langkah 2 

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk menerbitkan 
Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap · penerimaan 
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB 
lembar 5. 

Langkah l 
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB 

lembar 5 dan SSPD BPH'J'B Lcmbar 6. atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari 

Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. 

C.l. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk 

C. LANGKAH·LANGKAH TEKNIS 

4. Fungsi Pembukuan & Pelaporan 
Merupakan pihak yang· bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi BPHTB 

berdasarkan dokumen-dokurnen yang diterima dari Bank yang 

ditunjuk/Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam 

Prosedur ini Fungai Pembukuan & Pelaporan berwe11-ang dan bertugas untuk: 

menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan ; 

menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan ; 

menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan ; 

mencrima Buku Penerimaan & Penyetoran dari Bendahara Penerimaan ; 

menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau 

Bangunan dari PPAT; dan 

menyiapkan Laporan Realisasi PAD. 

3. PeJabat Pembuat Akta Tanah {PPAT) 
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak 

atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dalam prosedur ini PPAT berwenang dan 
bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

mencatat penerimaan BPHTB dalam. Buku Penerimaan & Penyetoran ; 
menyiapkan Register STS ; dan 

mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank yang ditunjuk/Wajib Pajak. 

,' I 



Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD BPHTB yang 
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar o, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta 
Register S'l'S kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan. 

j Langkah 3 

_l,angkah 2 

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan mencatat 
peneri.maan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan 
juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara 
Peneririlaan mengarsip SSPD BPHTB lembar 5. 

Langghl 
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTB 
lembar 5 dan Iembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak 

secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. 

C.2. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan 

Langkah 6 
Fungsi Pembuk.uan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri 
dengan SSPD BPHTB lembar 6. 

Lang_kah 5 

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan · Register SSPD BPHTB yang 
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar G ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan. 

Laugkah 4 

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang Ditunjuk. Bendahara 
Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan & 

Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam 
Register STS. 

Bank yang· Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan 
atas setiap penerimaan pembayaran B:PHTB melalui rekening penerimaan kas 

·daerah. 

Langkab .. 3 

J' I ' 

··--··-· . ·- ... 

I 



RAJA BONARAN SITUMEANG 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 lVi ~ r G t 20 1 2 

Langkah 2 
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun 
Laporan Realisasi BPHTB. 

menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku 
Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan 
Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan. 

Bcrdasarkan proscdur C.1, C.2, dan C.3, maka Fungsi Pcmbukuan & Pclaporan 
Langkah 1 

C.4. Pelaporan Reaiisasi BPHTB 

Langkah 4 

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak 
atas Tanah dan/ a tau Bangunan. 

i' 

Langkah 3 

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau 
Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporan. 

Langkah 2 

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau 
Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan. 

Bcrdasarkan proscdur scbclumnya, PPAT mcnyiapkan dan mcnandatangani A.kta 

Pemindahan Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB 
lembar 2 dari Wajib Pajak. 

Langkah 1 

C.3. Peiaporan Penerbitan Akta oleh PPAT 



Na':!!a PPP.1 

............ 2011 

'-------------------·---- 

-- 

Kepade ':'th. 
Kepala Dinas 
Pendapetan Pengi:lola Keuangan Don 1'..ekiyaan Daoran 
KabupateNK ota 

LAPORfto.NPENERBITAH AK1A OLEH PPAT 
Bulan -··· -· . .Tahun _ .. 

-------·-----·---·-------------------------------------·----------------------·-----------------, 
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I 
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f 
a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan 

kelurahan/clesa sesuai yang tercantum di sertifikat. 

Hak Milik . "' M 

· Hak Guna Usaha = U 

Hak Pakai = P 

Contoh : Hak Milik No. 373 / Industri Raya terletak di Kelurahan Kernayoran 

Utai'a 

Jenis dan nomor hak. r Kolom 7 

Nama, alarnat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti kolom 5). Kolom 6 

Narna, Alamat dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh: John r: 
beralarnat di Ji. Industri Raya. No. 9 dengan NF-WP 49.171.680.9-045.000 [baris 

selanju tnya). 

Kolorn 5 

Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli.itukar menukar, hibah, dsb. Kolorn 4 

tanggal Tanggal pernbuatan akta, pengisian menggunakan angka. Contoh 

pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10 - 2011. 

Kolom 3 

Nomor berdasarkan nornor akta.yang dibuat PPAT yang bersangkutan. Kolom 2 

Nomor urut pengisian tabel. Kolom 1 

Didalam Tabel 

Tahun bersangkutan Tahun 

Bulan Bersangkutan Bulan 

Kantor Wilayah pemerintah daerah. Conteh : Kabupaten Pulau Tidung. Kabupaten/Kota 

Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Conteh : Kabupaten Pulau Tidung. Daerah Kerja 

NPWP PPATyang bersangkutan. NPWP 

Alamat PPATyang bersangkutan. Alamat 

Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh : Octavianus, SH, 

atau Birgitta, SH 
Nama PPAT 

Diluar Tabel 

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT 

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA 



: 
I 

I 
I 
i 

I 

Contoh 2 Pongalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan bangunan 

yang ada dlarasnya Tanah seluas 100 m~ dan bangunan 2-S m2 adalah 

sebagian tanah atau seluas 50 m2 dan keseluruhan bangunan seluas 

25m:.!. 

Ditulis 250.000.000 

Contoh l : Pengalihan/perolehan seluruh Tanah · yang ada pada SPPT (NJOP 

sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp. 250.000.000 

Diisi' NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi NJOPTKP pada 

tahun perolehan/pengalihan. 

Kolom 13 

Ditulis 021.002.040-0124.0/201 l (dapat disambung ke bawah sehubungan 

dengan >ted.,aLB.sr1ya le bat kolom] 

Contoh: No. SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/ l l-Ol 

Diisi berdasarlcan nomor tahun SPPT. Kolom 12 

Nilai Hak. Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum pemberian 

Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap 

dilaporkan. 

100.000.000 Ditulis 

Diisi harga yang sebenamya sesuai akta. 

Contoh: Hargajual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000 
Kolom 11 

Ditulis Kolom 9 :a 200, kolom 10 "'75. 

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar seluas 50 

m2 dan lantai satu seluas 25 m'..!. 

Diisi luas tanah dan atau bangunan yang dialihkan/diperoleh/dibebani. Kolom 9 dan 10 

Letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut kelurahan/desa 
yang bersangkutan. 

Kolom B 

V .I No. 4 7/ 465 tahun 1960 - 1964 

Petuk Pajak C. No. 395 Blok II.D persil 30 

C; No. 395 Blok II.D ps.30 

Ditulis 

Contoh 

Ditulis 

Ditulis: 

M.373 / Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya) 
M.373/ Kemayoran Sela.tan sebagian Iapabila dialihkan sobagian) 

b, Apablla tanah bekas hak millk adapt, diisi nomor kohi dari peruk pajak yang 

bersangkutran berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak yang 
bersangku tan. 

Cqntoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 47 /465 masa pajak tahun 
I 

l· 1960 - 1964 
I 

------------· 



ayah· anak Ditulis 

hibah wasiat dari ayah ke anak Contoh 

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima hibah 

wasiat 

-d.i301/4097/ll atau 

- tanggal 10 - 7 - 2011 

Contoh 

b. Dicanturnkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke 

Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran) dan 

atau tanggal penyampaian. 

- Sebagian tanah dan seluruh bangunan 

- Seluruh tanah dan bangunan Contoh 

a. · Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanan dan atau bangunan. 

Mena'a.ntumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh/dialihkan dengan 

keterangah. 

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya 

,pembayaran BPHTB. 

Diisi tanggal pernbayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besamya 
pernbayaran PPh atas penghasilan darl pengalihan hak atas tanah dan atau 
bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan). 

Ditulis : 150.000.000 

Rp. 150.000.000 Total NJOP 

Rp. 50.000.000 N,JOP bangunan seluas 25 m2 

Rp. 100.000.000 NJOP tanah seluas 50 m2 

Diketahui NJOP (SPPT) tano.h adalah Rp. 200.000.000 (untuk 100 rn-] dan 

bangunan adalah Rp. 50.000.000 (untuk 25 m2), rnaka : 

Kolom 18 

Kolom Hi -dan l 7 

Kolom 14 dan 15 



NJD_. 

Narna t-lama 

BEtmAJ-iARA PENERIMA/\N Mengetlhui/Mer.yetuju 
Pengg,ma Al:iggaran 

Kab .JKot.., _ .. .. .. .. .. tangga: _.... . 

Bendahara Penerimaan : 

REGISTER SSPD BPHTB 
OINAS PENDAPA. TAlt 
TA.HUN A.NGGARAN - •••• - 

PEMERINTAHKABUPATENIKOTA ···········-····-·- 

l 
I 

t CONT OH DOKUMEN RE;ER SSPO BPHTB '] 
I 



l·fama. 
r·l'P 

Narna 
NIP. 

Mangetehui!Men~etujui 8enda~ar~ 
Pengguna 

l<ab }Kcta . . ... , !;ngga! 

a. Tunai sebesar 
b. Bank Sebesar 
c. Leunnya 

Kas di 8er.dahara 
- satdo Awai 
- Ju,nlah Panerirnaan . 
- Jurnlah yang Osetorim.n 
Sal do Kas di Bendahara Penenrnaan 
Terdiri 

Tmggaf 
·-------------'-P.::.c:..:.ne.:cr:,:.lm=aan=--------------===============--+-~---- f'enyetor1n ------=c- 

No.Bul<tl Cara Pernb8y-.!_ra_n __ -l--'--R".c..1:-'--:-~_~n.:Cg'--+-l u_nna_· _n 4-j ..,_·u_m_,a_h L __ ~· __ an_.~_g_a_i _.,., . __ N_o __ · s_r_s_ - J .. ,,.,, r··=aas 
_::..._2 ~___:."'-- -,· ~ 5 I C· +- 7 g' o I ; __ __:'.] _:: 

1-----1---f-----1---.._,..,____ __c --1- - ~--·=r= 
~·=~--- -::~~--~-,::_-!-,b.-~-:-=- -~-==-~::---~~-~ -~--.i...-1-- =---=~±...,.,1 ~---.--:..~-:.~-:.I-:.-,:. ~m=====-- -~=-_.;:3=- _ __._;,_=-~=-:±:=J 

Period 

SKPO 

PEMEIUNTAH KABUPATENJKOTA _ . 
6UJ<U PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

6ENDAHARA PENERIIVIAAN 

CONTOH FORMAT BUKU PENERMAAN DAN 
PENYETORAN 

................................. ....,. Pr- __ ~------~ 



NIP . 
NIP .. 

Nama . 
Nania 

(ab.l!<.ota , tang gal .. 
Bendahara Penerima 

Mengetahui/Menyetuj.Ji 
Pengguna Anggaran 

~---- __ =] 
.___~ _.._ __ ____J, ___.___ , L______ :d 

~~,.-- 

Bendahara Penerimaan : 

PEMERINTAH KABUPATENIKOTA . 
REGISTER STS 

DINAS PENDAPATAN 
T AH.IN .ANGGARAN - 



i 
I 

I 

I 
I 
I 
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l.apor.m 
Realisasi. 

PAD 

Mcuyiapkan 
Laporan 
Realisnsi 
PAD 

Laporan, 
Penerbitan Alda . 
Pemindahan Hak 
31:as T:mab dan' 
::im,1 Baogunan 

Meuyiapkan 
Lsporan 

Penerbitaa Akta 

(A') (;) (~ 
,,..-- 
( D 

(D 'Y 
\'--'/ 

} Register Buku Laporan {'~&ey; SPPD·BEITB Penerimam& Penerbitan Akta 
Pembuknan & _SS.I'D-BPHTB · Pen etoran Pemindah.an H ak 
pelaporan (Iembar 6) Register 5'TS 

atas Tanah dan/ 
atau Bangunan 

/- 

0 
{ 

Ke fuagsi 
Pembukuan & 
pelaporan 

Register STS 

Buku Penerimaaa & 
Penyetoran 

Mencatel dalrun buku 
Penerimaan &Pcnyetc,ran 
B eudahera, Peaerimaan 

(~) { ~-~.:,-:, } 
Pelaporan 

Nota .Kredit] 

------ 

(lcmbar 6} 

Register 
SSPD-BPHTB 

Menyiapk&O 
Register 

SSPO-BPHrB 

__________________ __._ _ 

{A, B, C, B, D dari fu.ngsi-fongsi yang lain } 

~·- 

SSP[I 
BPIT.ffi 
(kmbar. 6;, 

I SSPD 
Elf'IITB 

. t_ (lembar 5) J SPPD-mrm 
Lcmbar2) 

} 

Dari pr osedur 
2 (Proscdur 
Pernbayaraa 

BPHI"B 

·-r-·-------------------,---,-....,--,,--- Pejabat Pembu.at Akta 
Tan eh --~~=--=========~-~r-;::=;:=======:::;:~ 

Dari prosedur 4 
(Pros edar 

Pendafiaran Akta 
kc Kepala Kantor 

B:daa 
Pe~) 

---------------==- 
Bendahara Penerimaan 

ir ,~) } 

Ke F,.v:i.g:ii. 
Pembukuan h, 

.._ pelnporan 

SSPD-BPHTB 
(lemba· 6) 

Register 
SSPD-BPHTB 

SSPD 
BPlfr:3 
(lembarf. 

--------------------------- -------- 

Nota Kre,lit 

Mc nerb idem 
· Nc,t:• Kredit 

ai:as 
Penerimaaa 

BPI-rrB 

' I \ Arsip / 

\.-ii 

Deri prosed.If 
2 (prose dur 
Pembaynran 

BPH1B) 

Bank yang ditunjuk 

_-1 
I 

. Fungsi Pembukuan l:0 Pelaporan men•3rima 
I.rumen bernpa Rogisl;er SSPD·BPH"fB. 
PD·BPHTE, lembar 6, Buku Penerimaan, & 
ny,3toran, F..ogister B'I'S, dan Laporan 
nerbitan ilia Pemindahan Hak atas T'anah 

atau Bnngnnan, 

. E,E,rdasark.an. dokumen-dokumen tersob ut, 
ngs:i Pembukuands Pe lapcran menyusun 

poran realisasi PAD. 

. PPAT mernberikan Laporan Ponerbican 
ta Pemindahan Hak at as Tanah dan/anan 

angunan ko Fung:s( Pambukuan & 
aporan, 

Bondahara Penarimaan komudian 
enyerahkan Regi!.1er SSPD·I:PHTB yang 

. ampiri. denlr,m BSPD·BPHTB lembar 6 ki, 
· Pembukuan, dan Pel.a.poran. 

Seclangkan. atas penerimaan Neta Kredit 
· Bank yang dif;unjuk, maka Be:ndahara 

enezimaan mencatat ponerimaan BPHTB 
am Buku Penerimaan & Pe111i.tor.m dan 
gfater S_TS. · 

Bondahara Psnerimaan kemudian 
enye,rahkan Buku Penerimaan dan 
enyetoran besarta R.egist,3r STS kepada 

· · Pemhu.lruan & Pelaporan. 

. PPAT menerima S8PD·BPHTB lumbar 2 
msnriapkan Laporan P,mo1·hib.1t .'\kta 

emindahan Rak atas Tanah clan/at;au 

Bsndahara Pener imaan mencatat 
nerimaan dalam Buku Penerimaa n & 

en:y,3-t_oran dan msmbuat R,3~:e,r SSPD· 
PHTE berdasarkan S.'3PD·BPID'B Iembar 6. 

. Bank J'itng Dihunjnk memheribm SSPD· 
PHTB Iembar 6 dan Regi~1er SSPD·BPHTB 

Fungsi Psmbukuan dari Pelaporan, 

Sementara itu, Bendahara Penerimaaa 
enezima SSPD·BP:ffl'B lernbar 5 clan Iembar 
atas penarimaan pembayaran BPlfI'B secara 
rai, . 

. Bsrdasarkan SSPD·BPH'I'B lembar 5, Bank 
ang dihunjuk menerbitkan Neta l{nclit atas 
enerimaan BPHTB d.ari Wajil, Pajak, 

. Bank ,,ang_ Dihunjuk monyerahkan Nota 
:Xedit ko '.Bend.-uiara. Ponorimaan . 

. Berd.:1sarkan SSPD·BPHTB lembar 6, Bank 
3llg Dihunjuk rnembuat F:.ogi5ter SSPD· 
;Pff.rB. 

--------------------- 

;emu P1~apo.ra11 JBP.UTB ·-----~----~-------- Uraian 

:U,i.CTI'U't nli\.l JN. - ··· - · - ------------------------ 



2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 

memeriksa SSPD BPHTB; 
menerbitkan STPD BPHTB; 
menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB; 
menerbitkan SKPDBXurang Bayar Tambahan BPHTB. 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang 
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak 
Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada 
saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang 
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang 
disebabkan karena BPiiTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar, 
salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/ denda. 

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ 
Kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi 
Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran 
Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar 
oleh Wajib Pajak at.au at.as Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar 

· dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan. 
Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi 

Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB 
terutang hingga pada saatjatuh tempo. 

Prosedur ini mflib~tkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan 
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD 
Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Daftar 
Surat Teguran. 

A. GAMBARAN UMUM 

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB 

Lampiran VI Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
Tanggal : 5 Maret 2012 



i 

Langkah 8 

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan mernbayarkan BPHTB terutang sesuai 

dengan prosedur pembayaran BPHTB. 
I 

Langkah 7 
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB 

yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Langkah 6 
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHrrB (lembar 1) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 5 

Fungsi Penagihan .mengarsip STPD BPHT:Et (lembar 2). 

Langkah 4 

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD BPHTB 

yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD 

BPHTB dicetak rangkap 2. · 

Langkah __ 3 

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah salah hitung, 

dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB 

yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Fungsi 

Penagihan kemudian. mengarsip daftar tersebut. 

Langkah 2 

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang 

dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda. 

Langkah 1 

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagi.han 
mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

t: C. r. Penetapan STPD BPijTB 

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

'' I 



Langkah 7 

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap SKPDB 

Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Langkah 6_ 
Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang 

Bayar Tambahan (lembat I) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 5 
Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang 

Bay at 'I'ambahan (lcmbar 2) .. 

Langkah 4 
Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD- Kurang 

Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2). 

.... 

BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. 

Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian 

menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih kurang dibayar. 

Langkah 3 
Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SEPD Kurang Bayar yang telah berjangka 

waktu 5 (lima) tahun scmcnjak qi~rbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai 

Langkah 2 

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 

(li.ma) tahtin sernenjak dibayar oleh W aiib Pajak. Fungsi Penagihan mcmcriksa nilai 
t: 

BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB 

yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD 

BPHTB yang kurang dibayar. 

Langkah 1 

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan 

akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

C.2. Peiietapan Surat -Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar 
BPHTB/Kurang Bayar Tambahan BPHTB 

... 
-- 

' 



Langkah 3 
'Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau 

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi 

Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi 

BPHTB yang masih terutang. 

Langkah 2 

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan 

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang 

masih terutang. 

Pendekatan persuasif, meliputi : 

Menghubungi W ajib Pajak melalui telepon: 

Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan. 

Daftar SKPD Kurang Bayar ; 

Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan. 

Dengan menggunakan daftar·daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau surat 

ketetapan BPHTB yanl°aka-n mendekati jatuh tempo. 
I 

Langkah 1 

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang 

Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan : 

Daftar STPD BPHTB ; 

C.3. Penerbitan Surat Teguran 

Langkah 9 

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan dan 

membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

Langkah 8 

Fungsi Penagihan memperbaharui ··Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan atas 

setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 



. RAJA l:SONARAN SITUMEANG 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 ».;; s n, t 20 1 2 

Catatan: Seteiah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga 
dihimbau untuk menetapkan peraturan kepala daerah mengenai prosedurperierbitan: 

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo; 
Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo; 
Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan pembetulan surat ketetapan 
BPHTB oleh Wajib Pajak; 
Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB 
oleh Wajib Pajak; 
Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh 
W a jib Pajak. 

Langkah 8 
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran 
yang dikirimkan kepada W ajib Pajak. 

Langkah 7 
Wajib Pajak menerima Surat Teguran. 

Langkah 6 

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (Iernbar i) kepada Wajib Pajak. 

Langkah 5 

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (iembar 2). 

Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). 

' r 
Setelah 7 (tujuh) hari sejak Jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran 
pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi 

Langkah 4 
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temti11~­ 

Lembar 1 
~TPO BPHTB 
'1 ...---.... 
---) 

: Memer1 s.a p.-,Ja 

I 
terutang y.:iing 'tidal,;/ 
\uran,;. dibavar. s.11.ah 

tulis. salah hl"tUn&, k-::na 

-~~-·-J 

~--· 

I Pcoscdur l I Pembavaranl SPHTG 
I 

Uraian 

I 

1

1. Serdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, 
maka Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah 
dibayarkan oleh WaJib Pajak. 

I I ! . 

I
i j 2. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD_ BPHTB teruta:ng 

j yang tid,1k/kurang dibayar. salah tulis, salah salah hitung. dan 
• j kena bunga/denda. 

I

I I, "" ssso "'"" re ~.,, ""' """~'""' dibav ar, '"''" ,1 
'I tulis, salah sa!ah hitung. dan ken.a bunga/denda maka Fungsi 
I Penagihan menerbitkan oartar SSPO BPHT8 yang tidak/kurang 

I ! dibayar. salah tulis. salah hitung. dan kena bunga/denda. , 
I I Fungsi Penagihan kemudian menaar;.ip daftar .. tersebut. 

I
I I : 4. Funssi renagihan menerbitkan STPO BPHTB berdasarkan 
j j daftar SSPD BPHTB yang tldak/kur-ang dlbayar. salah tulis, 1 

I 
I salan hi tung. dan ken a bunga/dend:t. Surat Tagihan BPHTB 
j dicetak rangkac 2. 
. . I \ 15. Fungsi Penacihan mencarsip STPO BPHTB (lembar 2). I 

I
I 16. Fungsi Penagihar, mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) I 

kepada Wajib Pajak. 

! l I I rMen4i1;mkan Sur.1t I I I T•<il~n BPH1'8 kepada 

I 

17. Fungsi Penagihan memperbaharui Oaftar STPD BPHTB alas I' L w,;,b~P•J•• .J 
, setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada Wajib I .· 
i Pajak. , [Lombar-1 J-. : ,cemt,a, 1 
! I I L J l I I STPO 8:-!;!!.".. -··---·! - I SlPU O~!i.!~ 

I' 

i 8. Wajib Paj~k membayarkan 8PHTB lerutang menu rut STPD 1· ....... __ ,, .... ··1 I v, ..... r 
I BPHTB sesuai dengan prosedur p~mbayaran BPHTB. I --"'. 
I I J ·,~cmp,:rt,ah~;:i daft:;1 ! ! r··i--··-~~-.-- .. ,-··1 J-~~DBP~~__j 

!. • J ! \ Pembayarund;in I I I , 
11 I I j J lainnya mc:ngikuti I j I --·· ----7 J 

1 I j prosc:dur 1 l , O.:.ftar SlPO ( I I I , . j i .L scbclumnya _ .I. \ BPHTU , I 
~ .... -L .. ·-·-· -- --···--·- ---- ·--------· . --- .. -- .. -·----··--"-·. --· ·-·-· ------------ ···-- -···----J . ·---- .. -· -- .. ·--- ..... ·-- .. ··-------- ··----·-----·__! 

F ung-.i Pc>nagihan Wajib Pajak 

I Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB 

D. BAGAN ALIR 



McneirfmUn Sun1 
SfCPD CYl'MIC B.ayar 
k.epad..Waj'ibP,..,jak 

Lembar 1 I Lcmbar 2 ! 
I SKPO Kurang ~ ! SKPO JCurang j 

·.J Bayar , I Sayar I 1----r-... -----(~ 
t I 

f ~1.girirnlwn Sun, I I SICPO Kurang Bay.u ~ 
· kepada WaJib Paj.alt \~sip / 

, I y. 

lembar 2 

II Meneri>;k>n SKPO I 
kura"gR.,yar 

... 

f bar l --,1 Lcmbar r-1 
1. Fungsi Penaglhan memperbaharul Dafta.r SKPO Kurang Bayar atas KPDOa~u0r,•ne 

1 1 
_,1 S~PBaD Kvu•rar ng I 

setiap SKPO Kurang 8ayar yang telah dikirlmkan kepada Wajib , , 
Pajak. __...-(---..., ._,.,,-..... 

8. Fungsi Penagihan memperbaharui netter SKPD Kurang Bayar I ['°mo,n -----, ~ 1 

ITambahan atas setiap SKPO Kurang Bayar Tambahan yang telah I l l.,_ 1 l 
'1dikirimkan kepada Wajlb Pajak. IL .~:~:z;!;::j - --·r-----,-~.:....=~l - . ....., ......... ,., 
I ,.-·-···i I"'""'::~"""~ ~·r: 
f.

. Wajlb Pajak menerlma SKPO Kurang Bayar/ SKPO Kurang Bayar .-- ·--__:t__·---·r 1 - _l_ d~furSICPOICur.anr: . . r l I Sapr Tam.bah.an ambahan dan membayarkan BPHTB terulanc sesuei dengan I ! Proses I I 
rosedur pembayaran BPHT8. ' Pcmb;,varan d3n I I _.- .__,, - . I j lalnnya mcneikuti I i i / Dafta, .SKPO (: / Oaftar SK'.PO i 

, prosedur I I 1 1 ! Kurang Bayar I I l b I J I t Kuranc~va.r 

[ __ I __ , --------------------------------L. - . se ~~.:V:. ... .L..; J , '--=--=-=-\ ----------\ ~~~~-~-------------' 

I Dattar SSPO j 
BPHTByang 

kur.Jng dibayar i ---~' y 

I • 
I 

I M<merik,a .. jak I 
teruta"g yang llr.ura"s 

dibay.ar 

l 

Wajib Pajak Fungsi Penagihan 

l. Berdasarkan prosedur pembayaran SPHTB sebelumnya, maka 
'IFuncsi Penagihan akan mene,arsip SSPO BPHTB yang telah 
dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

12. Fungsl Penaglhan memerlksa setlap SSPD BPHTB yang telah 

l
berjangka waktu 5 (llma) tahun semenjak dibavar oleh Wajlb Pajak. 
Fungsi Penagihan memerlksa nllal BPHTB lerutans: yang tercantum 
dalam SSPO BPHTB terse but. 
JAtas SSPD 6PHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsl Penagihan 
lkemudian menerbitkan Oaftar SSPO BPHTB yang kuran& dlbayar. 

13. Fungsi Penaglhan juga memeriksa setiap SKPD Kuranc 8ayar yang 
'!te:ah berjangka waktu 5 (llma) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi 
Pe11agihan memeriksa nifal BPHTB terutang yang tercantum dalam 
SKPD Kura ng aavar tersebut. 

1Atas SKPO Kurang Bava,r vang maslh kurang bayar, Fungsl Peneglben 
lkemudian menerbitkan Oaftar SKPO Kurang Oayar yang maslh 
turang dibayar. I 
.14. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Pena~ihan ! 
menerbltkan SKPO Kurang Bayar (rangkap 2} dan SKPO Kt.:rang I 
8ayar Tambahan (rangkap 2). 

I
S. Fungsl Penagihan mengarsip SKPO Kurang Bayar (lembar 2) dan I 
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2). 

I 
16. Fungsl Penagihan mengirlmkan SKPO Kurang Bayar (lembar 1) 

1dan 
SKPO Ku rang Bayar Tam bah an (lembar l) kepada Wajlb Pajak. 

Uraian 

Bagan Allr 2: Penetapan SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB 



---------------·- 

4. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. atas permintaan 1· 

penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh 
Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan I 
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2). 

'( 
I 

lidak disetujui 
__ _L_ __ 
f Menerbitbn Surat 1 
J Teguran I 

I 

1

1s. F.ungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). r~--}- I _j~i ~:1 
Sur.1tTeiuran +- , 1 , J •·····•- ! .. -.... ! , Sur,1tTe&\,9ran ~- 1 su,uTegur.1n 

1

6. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) j "---- ,- ,· ·'---....,.1 -<> I l_.----·-,J 
kepada Wajib Pajak. I I 

I
' Mempe;baharui j 

j7. Wajib Pajak menerima Surat Teguran. J --L \~_L7 

I 
I I / 0.11fur So rat i \. Ar sip / I 8. Fungsi Penagihan mernperbaharui Daftar Surat Teguran atas I II ; Tegu<an \, .\ / 

I 
15etiap Surat Teguran yang dikirirnkan kepada Wajib Pajak. I ! --·-----" -c;7 J 

L...._j_ . __i J_ .. _. .. . 

-i:· Penagihan menyimpan: 
,- Daftar STPD BPHTB 
1- Daftar SKPO Kurang Bayar 
- Daftar SKPD Kurang Bayar TamlJ-.;han 
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi I 
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan 
mendekati jatuh tempo. 

jz. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan I r= dan melakukan pendekatan persuasif kepada 
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. 

I 

1

3. Setelah ·7 (tujuh) .hari sejak jatuh tempo, atas permintaan I 
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh j 
Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus 
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar 
meluriasl BPHTB yang masih terutang, 

. ..- -~-. 

f 
Selama 7 (tujuh) 
hari sejak saat jatuh 
tempo 

J 
pembayaran, 
meliputi: 

_,,, - Menghubungi \> 

I wajib pajak melalui 
1. telepon 

- Mengirimkan ! 
I Surat I 
·,I Pemberitahuan dan 
,. Himbauan I 

j '<, 

I I I 

I 
/ Daftar STPD I--, 
\ BPHTB I ! 
I ·, I I 

I 
, __ _....), I 

I I ! ... 
I l Oaf tar SKPO { __ .,__! __ __.,! Melakukan~ndek.atani r - · secara persuasif 1 j \ Kurang Bayar \ l I k.epada wajib pajak j . i 

I (' Daftar SKPD ( I ! i 
I 

Kurang Bayar , + Disetujui 

I 
\_~mbahan \ , .r, ·,. j 

/ -, i 
ft~rminY-.tn penund.un/ -. I 

<... prmb.iyar.1n ~j.ak :-.J l ··-.:~~ men~ngsur .. /" 

I -, ,..- 
' i 

1. Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/ 
SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi 

Prosedur Penetapan 
STPD BPHTB/SKPD 
Kurang Bayar/ SKPD 

Kurang Bayar 
Tambahan 

Uraian Fungsi Penagihan Wajib Pajak 

Bagan Alir 3: Penetapan Surat Teguran 



' r 

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi 

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 
menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan 
meriyediakan data terkait objek pajak.kepada Fungsi Pelayanan 

menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB 
mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan Data & 

Informasi 
menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan 
menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat 
Keputusan Pengurangan BPHTB. 

2. Fungsi Pelayanan 
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk: 

menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan 

BPHTB 

1. Wajib Pajak 
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB 
terutang menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya. 

B. PIHAK TERKAIT 

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi 
Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan 
BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan 
memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan 
dan data terkait objek pajak. 

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala Daerah 
yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang 
bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai 
pihak yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah 
administratifnya. 

A. GAMBARAN UMUM 

j 

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB r 

Lampiran VII Peraturan Bupati Tapanuli Tengah 
Nomor : 7 Tahun 2012 
Tanggal : 5 Maret 2012 



Langkah 8 
Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB 

berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga 

Fungsi Pengolahan Data & Informasi merigirimkan Form Pengajuan Data (yang 

· telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 7. 

Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form Pengajuan Data dengan data 

terkait objek pajak. 

Langkah 6 

I 
I 

. ! 

' 

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menernna Form Pengajuan Data. Fungsi 

Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari 

Database Objek Pajak. 

Langkah 5 

7 

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada -Fungsi Pengolahan 
Data & Informasi, ;~ 

Langkah 4 

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan · pengurangan. Berdasarkan 

dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait 

objek pajak dengan menyiapkan For~. Pe~.9fjuan Data. 

Langkah 3 

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi 
Pelayanan kemudian mernberikan Tanda Terima Pengajuan .. Pengurangan BPHTB 

kepada Wajib Pajak. 

Langkah 2 

Wajib Pajak mengirirnkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan 
dokumen pendukung pengajuan pcngurangan dan Salinan Surat Ketctapan BPHTB 
kepada Fungsi Pelayanan. 

Langkah 1 

C. LANGKAH-LANGKAH 1\EKNIS 

..... 



f 
l 
I 

A BONARAN SITUMEANG 

Ditetapkan di Pandan 
pada tanggal 5 1~:~n, -c ?O 1 f 

Langkah i2 
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai 
dengan prosedur pembayaran BPHTB. 

Langkah 11 
Fungsi Pelayanan mcngirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi 
yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada 
Wajib Pajak. 

Langkah 10 
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan. 

- Surat Keputusan Pengurangan BPH'I'B (untuk yang disetujui). 

Langkah 9 
Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan: 
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, 

dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau 
kriteria dalam Peraturan Kepala Daerah. 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1 

bang Pemerintah Daerah ( SSPD - BPHTB ) Untuk Wajib Pajak 
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBS) 
DINAS PENOAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYMN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 
l>ERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu. 

I· 1. Nama Wajib Pajak: l I I I I I I I I I I I I I I I I I .1 I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: IT] I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan/Desa: 5. RT/RW: 6. Kecamatan: 

7. Kabupaten: 8. KodePos: 

1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : [IJ [I] I I I I s. I I I I I I I I I I I I I D 
2. Letak tanah dan/atau bangunan : ' ~ 

i 
3. Kelurahan/Desa : j 4. RT/RW: 

5. Kecamatan : · 6. Kabupaten/Kota : 

Penghitungan NJOP PBB : 
Luas NJOP PPP /m2 

Uraian {Diisi luas tanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB lahun Luas x NJOP PBB /m2 

a haknya diperoleh) terjadinya perolehan hak I tahun .............. ) 
T anah (bumi) 7. m2 9. Rp. 11. Rp. 

I ancka 7 x anaka 9 

IBangunan 8. m2 10. Rp. 12. Rp. 
fangka Bx ancka 10 

NJOP PBB: 13. Rp. 
_j angka 11 • anoka 12 

15. Jenis perolehan hak atas lanah dan/alau bangunan: [I] 14 Harga transaksi I Nilai P asar : !Rp. I 
16. Nomor Sertifikat: 

c. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp. 

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) 
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B.13 dan B.14 1 .,.. Rp. 

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 .,.. Rp. 
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pafak (NPOPKP) I angka 1 - angka 2 3 .,.. Rp . 
4. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bancunan vanq terutanq I 5% xangka 3 4 .,.. Rp. 

tE. Jumlah Setoran berdasarkan : . 
O a. Penghitungan Wajib Pajak 

0 b. STPD BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 
KURANG BAYAR TAMBAHAN •) Nomor: · Tanggal: 

~· 

0 c. Pengurangan dihilung sendiri menjadi : [I] % berdasarkan Peraturan Bupati No : . ................ , ...... ... .. ··········· 

D d . ................................................. 

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf}: 

I Rp. . - I 
(berdasarkan perhilungan 04 dan pi~han di EJ 

................ , lgl. .................... MENG ET AHUI : DITERIMA OLEH : Telah diverifikasi : 

WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 

Tanggal: ......................... KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 

Nama lenokao dan tanda lanaan Nama lenokao slemoel dan landa tanoan Nama lenakao stemoel dan landa lanaan Nama lenakao sternpel dan landa lannan 

[I] [I] I I I I I I I I I I I I I I Di isi oleh petugas _.... Nomor Dokumen : 

DPPKKD 
NOP PBB Baru : DJ [I] I I I I I 111 I I I I I I I I I CJ 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
I BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2 (SSPD- BPHTB) Unluk PPAT/Nolaris 
ang Pemerinlah Daerah BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK sebagai arsip 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB} 
lNAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH: 
~- TIAN , B"'lah cetuniuk penolsian oada halaman belakano lamb" 1,; torl,blh dahulu 

1. Nama Wajib Pajak : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
2. NPWP: CI] ! I I ! I ! ! ! I ! ! . I ! I l I I I 
3. Alamat Wajib Pajak : 

4. Kelurahan/Desa : 5. RT/RW: 6. Kecarnatan : 

7. Kabupaten: 8. KodePos: 

1. NomorObjek Pajak (NOP) PBB: D:J [I] I I I I I I ,, I I I I I I I I I I I D 
2. lelak tanah dan/alau ban~unan : 

3. Kelurahan/Oesa : 4. RT/RW: 

5. Kecamalan : 6. Kabupaten/Kola: 

Penghilungan NJOP PBB : 

I I Luas NJOP PPP /m2 
Uraian v (Diisi luas lanah dan/bangunan yang (Diisi berdasarkan SPPT PBB lahun luas x NJOP PBB /m2 

1.-L •-· ,_ ... ,_.,_ ----1-1.,,n '--1, / lol-,11n ' '[Tanah (bumi) 7. m2 9. Rp. 11. Rp. 
j angka 7 x angka 9 

Ban gun an 8. m2 10. Rp. 12. Rp. 
I angka 8, angka 10 .. NJOP PBB: 13. Ro . i I anoka 1, • ancka 12 

j .................................................... 
15. Janis perolehan hak alas lanah dan/atau bangunan : [IJ 14 Harga transaksi I Nilai Pasar: jRp. I 
16. Nomor Sertifikat: 

C, AKUMULASI NILA! PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA 
D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) Rp. 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada 8.13 dan B. 14 1 ~ Rp. 
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 ~ Rp. 
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) ! angka 1 - angka 2 3 ~ Rp. 

f 4. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang lerutanq I 5% xangka 3 4 ~ Rp. 

E. Jumlah Setoran berdasarkan : 
":=] a. Penghilungan Wajib Pajak - D b. STPO BPHTB I SKPDB KURANG BAYAR I SKPDB 

KURANG BAYAR TAMBAHAN •) Nomor: Tanooal : 

D c. Pengurangan dihitung sendiri rnenjadi : [TI % berdasarkan Peraturan Bupati No : . .................... ....... . ................... 

D d . ................................................. 
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (dengan huruf) : 

I Rp. . - I 
(berdasarkan perhltungan 04 dan pilihan di E) 

................ , tgl. .................... MENG ET AHUI : DITERIMA OLEH : T elah diverifikasi : 
WAJIB PAJAK I PENYETOR PPAT I NOT ARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN 

Tanggal: ......................... KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 

Nama lenakao can tanoa tanaan Mama tenakao. stemoe.1. dan tancta tanoan Nama lenakao. s1emool <fan tancta lanaan Nama lenokao stempel <fan ranca tanaan 

[IJ CT I I I I I I I I 
~ 

Nornor Dokumen : [TI I I I I di isi oleh petugas 
DPPKKD [I] D NOP PBB Baru : [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I 

---- 



: Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/meno1ak permohonan pengurangan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib 
Pajak: 
Nama Wajib Pajak 
Alamat Wajib Pajak 

'PERTAMA 

KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN 
DAN KEKA Y AAN DAERAH KABUPA TEN/KOT A TENT ANG 

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS 
TANAH DAN BANGtJNAN ,YANG TF.RUTANG. 

Menetapkan 

MBM.UTUSKAN 
f 

Mengingat 

Menimbang 

Surat perrnohonau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas 
nan1a . 
Nomor : · .tanggal .. 
a. basil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah dan 

Bangunan yang terutang sebagairnana dituangkan dalam Berita Acara 
Pemcriksaan : 
Nomor .. 
Tanggal . . 

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya 
Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang. 

1. Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun ten tang Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan. 

2. Peraturan Kepala Daerah Nomor Tahun tentang Pemberian 
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Membaca 

KEPALA DINAS PENDAPATAN; PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKA Y AAN DAER.AH 
KABUPATEN/KOTA . 

YANG TERUT ANG 

BEA PERO LEHAN HAK AT AS T ANAH DAN BANGUNAN 

PEMBERJAN PEN GT JRANGA N 

TENT ANG 

NOMOR: . 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA 
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN I KOTA . 

--- . . . . .. -·--·------ .. --------------·-------·--···-··--- -,.,,., ] 

PEMERINTAH KABUPA TEN I KOT A . 

Surat Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB Hal 1 

'. 

.--------------·-····-·. --·--·- - .. ,_ 



-------- ---- 

*) Coret yang tidak perlu 
**) Diisi sesuai keperluan 

NTP 

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola 
Keuangan Dan Kekayaan Daerah I 
Kabupa~~~/-.~~~-~- ·::::::: :·:: :_:.· .. -I- 

I 

Ditetapkan di . 
Pada tanggal, . 

: a. Asli Keputusan ini disampaikan -kepada Wajib Pajak ; 
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, . 

Pengelola Keuangan Dari Kekayaan Daerah Kabupaten/Kota ....... 

KEEMPAT 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 

KETIGA 

(sebesar: · - :· ·. :J 

I 

Rp . 
Rp .. 

. R.p .. 

a. BPHTB Terutang 
b. Besarnya Pengurangan ( ) 
c. .Jumlah BPHTB yang sehar'usnya dibayar 

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada dikturn 
PERTAMA, rnaka besarnya BPHTB yang seharusnya-dibayar -adalah 
sebagai berikut: 

KEDUA 

.... ... , . 
··················································· . 
................................................................. ~ ·., .. ··········································································· 
······························································ ··············· 

.. ,,,,;;,,,,·,, , , .• i••••······ , . 

Atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunannya ..dengan : 
Akta/Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ 
Dokumen lainnya **) 
- Nomor 
- Tanggal 
NOP 
Letak Objek 
Desa/KeL 
Kecamatan 
Kab./Kota 

. . . 
'"i .. Letak Objek Pajak 

Tahun BPHTB 

r - - . - -- -- -- - -- -- - . - - = 

I SURAT KEPU'l'USAN PENGURANGAN BPHTB Hal 2 l l 



Penyiapan Data 
Terbit Objek Pajak 

:C•:.r.ahr.c 
( Oltiek 
\ Pajak 

Form 
Peng~iuan 

Daia 

Bcrita.Acura 
Pemerilu:am 

Sunt PeoolakwJ. 
Peogajuw1. 

Pt:ngurangan ~PF.ITB 

Si.rat KcpU!u,an. 
PenguranE,'1111 
BPJITB 

- uratP.eac,lakao }- 
Pen1,-19U&O 

,~irangan BPIIT.8 --------;~--...;;::i 

---~ -------------.-------- 
IT 

Prosedur Surel :KcpUL1.1sw1 
Pemt,ay::iran -------- Pc:ngurangnn 

BPIITB E-I'HTB 

B·~ita Acara 

Ktputusin PenE,-unmgm1 

Meneroitkan Berita 
Acara 

PcmeriY.sann & Surut 
Pcnolakan Pcn~iuan 

PcogtJrBll88D 

Menelaah dan 
Mcmcrilcs:J. 
PengajU&!l 

f•eng,.ll'ang-an 

[

amla Tcrio:1 
Pcogi!iuan 

'en.g1.rrangan 
BP:fITE, -- 

Form P en&-aj uan 
Data 

Membcrikan. Tanda 
Tcrime. Pt,ngajuan 

Pengur.mg111 

Sura! Pen.g:aj uan 
Pengurangan 
BPHIB 

Berita Acara 
Pemeriksaan 

Berita Acara 
Pemeriksaan 

M~ngajukan data 
Terkait objek pajak 

DJk11a11,n 
Peadukung 

Surnt P engaj uan 
Pengurangaa 
BPifI13 

Salinan Surat 
Ketetapan srrrra 

v 
f Peliot I.runbnt3 (tiga) }' 

bulan sete~ah Sur.ii 
Pengajuan l Pengureng.m diterima 

r--·-L---~ ~----1-----L f<=Pen£11juan 
Data (Terisi) ---- 

F onn Pe n.3aj uan 
Dara (Terisi) 

t-----~,·~-------H~ 
-, .. - 

\,mp/ 
-~'7 

i 

Dokumen 
PenduJ:uog 

--------------------~- 

Proseder penetapan Surat 
T:!oi b.in /Kurang Bayar I 
Kurang Ba.yarTambehnn 

r Dilsmp iri dengan l 
dokUDJCD 

pcndukung -<l pcngajuan >- 
pen ........... J 

Salin:m Surat 
Ketetapan 
BPHTB 

Fu11W3i Pelayanan 

l11fong.ijukan 
Pengurangan atas sur-at 

Ketetnpan BPifIB 

. Fungsi Pelayanan mengnrsip 
okumen pengajnan p,l:nguran.gan:. 

Berdasarkan dokumen torsebut, Fungsd 
Pelayanan kemudian nwngajuk:m 
permintaan data terkait obiek pajak 
dengan menyiapkan Form Pe11.gaj,.1,'l.l1 
Data. 
4. Fungsi Pelayanan mengirimkan 
Form Pe:nga_iua.n Data lcapada Fungsi 
Pengolahan Data & Informasi. 

5. Fungsi Pengolahan Data ~. 
Infor.ma.si menerima F'orro. Pengajuan 
Data, Fu.nt..'lii Pengolahan Data & 
Informasi 'keamdian menarik d.ata 
torkait objek pajak dari Database 
Ol:,jokPajak.. 

. Fnngsi Por,gobhau Data & 
Informasi mengisikan Form. Pon.gajuan 
Da.ta dengan da.ta t-3rbiit Ol,jek Pajak. 
7. Fnngsi Pongolahan Data & 
Intormasi me~iri:mkan Form 
Pe:ng.ajuan. Data •.yang tebh t,irisi) 
keparla Fungsi Pelayanan, 

8. Funzsi Pelayanan menelnah dan 
E•nieri~a J•engajuan · J•en~ran;~a.i1 

BPH"fB berdasarkan data Objek F'a.iak 
a.11g wlah. ditorima. 
. Fnngsi Pela.yanan menyiapk:m 

Serita Acara Pemoriksaa.n ,lau: 
· Surat Penolakan Pengaju:m 
Psngurangan BPH'I'B (w1tuk :yang 

·.tolak ,I atau, 
· Burat [foputusan Pengurangan 
BPHTB (untuk yang d.isE-tujui). 

10. Fungsi Poh,yanan mengarsip Berita 
Acai~ Pemerib:aan. 

11. Fungsi Polayanan mengirimkan 
urat Penol:ikan . Pengajuan 

Pengumngan BPHT.B 1.hagi yang 
di.tol.ak) atau Surat Ke;:,utus:u-1 

engurangan BPH'TD (hag1 yang 
di..setujui) kepada Waji.l, Pajak 
12. V/ajib Pajak rnenerima surat 
,3tetapan BPH'I'B d.an melakukan 

pemba.yar:m sssuai d.eng:m prosedur 
~nba:y~u1 BPirm. 

1. '/-.' aj.ib Pajak mengirimkan Surat 
PeI1!,,,ajuan Pengu:rangan BPHI'B yang 
dilampiri dongan. dolru:men pendukung 
pengnjuan pengurangan dim Salinan 
Surat KetE.tapan BPHTB kepada 
Fungsi Pelayanan. 
2. Fungsi Penagihan, menerima 
doknmen pengajuan pengurangan 
BPHTB. Fungs i Penagihan kemu.dian. 

«mberikan Tancla Terima Pengajuan 
Pengurangan BPHTB kepada Wa;ib 
Pajak, 

----------~---------·t---------~-~ 
.. -··-·--- - - --- 

======r====~F~u~n~g;fil;P~eng===o;la~h~a=~::;;D~a=ta:::::&:-::'.~~-~; ~--., 
Inforn1s.si 

----------·------===----· 

WsJib Paja . k 
ta:pnn Surat Keputusan Pengurangt~~-------------°'­ 

Uraian 


